
BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 13 TAHUN 2023

TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 39 TAHUN 2022
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELAN JA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGANJUK,

Menimbang a. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Gubernur Jawa Timur yang
ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur
tanggal 27 Maret 2023 Nomor l4o/28l2/1t2.212o23 perihal
Penyampaian Pagu Definitif Belanja Bantuan Keuangan ke
Kabupaten dan Kota Batu untuk Honorarium Aparatur
Pemerintah Desa pada ,APBD Provinsi Jawa Timur Tahun
Anggaran 2023 dan Surat Gubernur Jawa Timur yang
ditandatangani oleh sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur
tanggal 2 5 Mei 2023 Nomor 900 / 300 5 / 125 .l / 2023 Perihal pagu
Anggaran Definitif Belanja Bantuan Keuangan Kepada
Kabupaten/Kota Pada APBD Provinsi Jawa Timur Tahun
Anggaran 2023;

b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Daerah
Kabupaten Nganjuk Nomor 7 Tahun 2A22 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023,
Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum
tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebih pagu yang
ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dengan
Peraturan Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 39
Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OIl tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 20ll Nomor 82, Tambahan l,embaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2oll tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahwn 2022
Nomor 143, Tambahan l.embaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6801);
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2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perrierintahari
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 56791;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6T5TI;

4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6868);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2OIg tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (L,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2ol9 Nomor 42, Tarrbahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 63221;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 201s tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2Ol5 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Ta]r,un 2o2o tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2o2L tentang
Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan
Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan
Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2a22 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2023;

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.OT /2023 tentang
Rincian Dana Bagi Hasil cukai rembakau Menurut Daerah
Provin si / Kabupate n / Kota Tahun An ggaran 2 A2 3 ;

1 1. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 7 Tahun 2o2z
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun
2022 Nomor 7);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor 1);

13. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 39 Tahun 2022 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah rahun
Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 11 Tahun ZO23;
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MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 39 TAHUN 2022 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2022
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun
2022 Nomor 39) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan
Bupati Nganjuk:
a. Nomor 4 Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun

2023 Nomor 4);
b. Nomor 10 Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk

Tahun 2023 Nomor 10);
c. Nomor 11 Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk

Tahun 2023 Nomor 11);

diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1) APBD Tahun Anggaran 2023 terdiri atas:
a. pendapatan Daerah;
b. belanja Daerah; dan
c. pembiayaan Daerah.

(2) APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah
Rp2.796.7t7.616.956,00 (dua triliun tujuh ratus sembilan
puluh enErm miliar seratus tujuh belas juta enam ratus enam
belas ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah).

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 3

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (1) huruf a direncanakan sebesar
Rp2.519.11.7 .616.956,00 (dua triliun lima ratus sembilan
belas miliar seratus tujuh belas juta enam ratus enarn belas
ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah).

(2) Anggaran belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar
Rp2.789.6L7.616.956,00 (dua triliun tujuh ratus delapan
puluh sembilan miliar enarn ratus tujuh belas juta enam
ratus enam belas ribu sembilan ratus lima puluh enarn
rupiah).

(3) Anggaran pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasa1 2 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar
Rp270.500.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh miliar lima
ratus juta rupiah).

3. Ketentuan dalam Lampiran I dan Lampiran II diubah, sehingga
menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan
Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

p"-



-4-

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengunda.ngan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Nganjuk.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 5 Juni 2023

BUPATI NGANJUK,

MARHAEN DJUMADI

ttd

Diundangkan di Nganjuk
pada tanggal 5 Juni 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NGANJUK

ttd

Drs. NUR KAN, M.Si.
Pembina Utama Madya
NrP. 1966t227 t98602 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN ANJUK TAHUN 2023 NOMOR 13

dengan aslinya
IAN HUKUM

Pembina
NIP 1 501 199202 1 001
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